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BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

I(EDUDUKAN, USUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA

INAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL6

Pembentukan dan Susunan Perangkat

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi

kerja perangkat daerah ditetapkan dengan

Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentan

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsi

Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara publi

Indonesia Tahun 7999 Nomor 75, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negar

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,

Lembaran Negara Republik Indonesia No, nor 388e)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-u No

10 Tahun 2O0O tentang Perubahan Atas U Undan

Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Ka pa

Boalemo ( trmbaran Negara Republik Indonesi Tahu

2OOO Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 3965 );

yat (3

ten

Daerah

ta

Ta

psi

bar

ten

bli



Menetapkan

Dalam Pera

1. Daerah

2. Pemerin

oleh

asas oton

luasnya

Tahun 1

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Tahun 2OL6 Nomor ll4, Tambahan Lem

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL6

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten

302).

MEMUTUSKAN :

TURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,

RGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJ

GRASI DAN TENAGA KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah Kabupaten Boalemo.

Daerah adalah penyelenggaraan urusa"n

ntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menu

i dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomli selu

tentan

Nega

mbah

ten

pubii

tentan

USUNA

D

tah

Tahu

publi

tentan



be

(1)

3. Pemerin Daerah adalah Bupati sebagai unsur

4. Perangkat

Daerah adalah Bupati sebagai unsur p"tyt
ur daerah yang memimpin pelaksanaan 

I

uo yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daeratr adalah unsur pembantu Bupati d*i
Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan

ran yang menjadi kewenangan daerah.

rlah Bupati Kabupaten Boalemo.

Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemf.

rsmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya dise$ut DiI

ras Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo.

ilah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kfbuna

I

tingkatan j abatan struktural.

BAB II

KAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN PUNGS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

oleh Kepala Dinas yang berkedudukarr diba

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

rs. terdiri dari :

membawahi :

Bagian Keuangan ;

Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;

Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

1. Sek Perencanaan Kawasan Transmigrasi ;

Pembangunan Permukiman Transmigrasi ;

i Penempatan Transmigrasi dan Penataan

uduk ;

Bidang bangan Masyarakat Transmigrasi :

5.

6.

7.

8.

9.

Dinas

pemerin

Bupati

Sekretaris

Dinas

adalah Di

Kepala

Boalemo.

Eselon

KEDU

dipim

Susunan O

a-. Kepala

1. Sub

2. Sub

3.

2.

3.

d.

1. Se Pembinaan Usaha Ekonomi Transmigrasi ;



{2)

(3)

Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi ;

. 
,"t 

:"*bangan 
Sarana dan Prasa::ana

e. Bidang

nigrasi.

:tenagakerjaan :

Pelatihan Terraga Keda ;

Penyrapan Lapangan Kerja & Penyaluran Ten'aga Kefja ;

Hubungan Industrial & Syarat-Syarat Kerja.

f. Unit Teknis Daerah.

g. Kelom Jabatan F\rngsional.

Bidang Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala

berada dan bertanggungja.wab kepada Kepala

Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan

Bagian berada dan bertanggungfawab kepada Kepala

Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai kom

sesuai bidangnya.

(5) Struktur
Peraturan

isasi Dinas sebagaimana tercantum dalam

upati ini.

Bagian Ketiga

T\.rgas

Pasal 4

Dinas mempun i tugas melaksanakan urLlsan pemerintahan

menjadi pemerintah Kabupaten Boalemo di bidang

dan Tenaga berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan yang dimiliki.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

me fungsi:
bijakan teknis di Bidang Transmigrasi dan Te

turan Perundang-Undangan ;

b. Pemberian ,jian dan melaksanakan pelayanan umum

Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;

pengawasan, evaluasi, anaiisa dan pelaporan

3. Se

Sekretaris

Seksi dan

(41

Dalam

a. Perumusan

berdasarkan

kebijakan te di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja

nsi

lam

poten



(1)

(1)

{2)

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala

Bagian Kesatu

Kepala Dlnas

Pasal 6

mempunyai tugas membantu

sebagian tugas Pemerintah

, melaksanakan dan melakrrkan pengav/asan

Program

Kerja;

Kegiatan Pembangunan dibidang Transmigrasi

(2) Dalam tugas sebagaimana dimaksud padrl ayat (

Dinas me

a. Perumu kebijakan tekhnis di bidang transmigrasi dau

perjanjian dan pelaksanaan pelayanan umum ;

c.M sasaran dan kebijakan pembangunan

yang mengacu pada sasaran dan kebijakan

pemerintah pusat ;

men

tenaga

daerah

dD'

h.

i.

program dan kegiatan dinas;

pelaksanaan program dan kegiatan di

pe

, monitoring dan evaluasi serta penilaian

program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

Pem terhadap UPTD

Pengelol urusan ketatausahaan ;

saran dan pertimbangkan kepada bupati tentangMem
kebij bidang transmigrasi dan tenaga kerja ;

M koordinasi dengan instansi terkait baik tin

maupun tingkat daerah ;

tugas dinas lainnya yang di

Bagian Kedua

Sekretaris
Pasal 7

Sekretaris empunyai tugas memberikan pelayanan

teknis yan meliputi perencanaan, keuangan, urusan ta
perlengka rumah tangga dan urusan ASN kepada semua

lingkungan S.

Dalam akan tugas sebagaimana dimaksud

sekretaris nyelenggarakan fungsi :

pada

Bupati

Daerah

berikan oleh Bupa

ter

Te

),K

ke{a

dinas;

(1)

I



g.M

(1)

(21

b. Membagi

(an operasional program/kegiatan dan penganggaran

rsi unit untuk memperoleh daftar program;

tugas program/kegiatan melalui unit kerja

: tugas dan fungsi, untuk pemerataan kerja;

a. Mere operasional program/kegiatan dan pe

forum di i unit untuk memperoleh daftar program;

petunjuk pelaksanaan program/kegiatan

pedoman

d. Mengatur

tuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Mengeval

langsung pun tidak langsung, melalui bidang/unit orga'ni

dapat ui dan mengukur output yang diharapkan;

f. Menghim n dan melaporkan kegiatan bidang/unit

yang ada, agar diperoleh dokumen pertanggung jawaban;

lisan

tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimp

tulisan;

Kepala Sub Baglan Keuaugan

Kepala S

Pasal 8

Bagian Keuangan memPunyai tugas melaksan

dilingkungan Dinas ;

tugas sebagaimana dimaksud padrr ayat

berdasar

c. Memberi

urusan

Dalam

personil dan pefr.ata usahaan barang dan ja

keten yang ad.a, agar terciptanya suasana kerja yang baik;

i perkembangan pelaksanaan program/kegia

sub baei I(euangan menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

Men rencana kerja kegiatan ;

bahan kerja ;

c. Me penatausahaan dan pembayaran gaji pega

keten Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

penatausahaan keuangan dengan sitem

tahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yarlg

inasikan penyusunan RI(A -Dinas dan DPA-Di

inventarisasi verifikasi dan pelaporan

dan bimbingan teknis Pelaksanaan

atau pengadministrasi keuangan ;

laporan pertanggungiawaban pengelolaan

sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang

penatausahan keuangan dan

pem

i.M kan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan

keuan , penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pem

administrasi, inventarisasi, danj. Me

pengelolan aset ;

mela1



(1)

(2t

a.

b.

c.

Kepala S

(an tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

rsi dan menJrusun laporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Perenca[ean, Evaluasi dan PelaPoran

Pasal 9

> Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

.iapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan Dinas ;

:.ksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

;arakan fungsi :

rencana kegiatan ;

n bahan kerja ;

rfl, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan

tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidan

Me i dan men5rusun laporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Perenca[ean, Evaluasi dan PelaPoran

Pasal 9

I Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas

Dalam

kepala

menye

Menyus

Menyia

mendeku

dengan p

tasikan Peraturan Perundang-undangan yang

tugasnya;

M

pe

d.

dan kegiatan Dinas ;

dan menyelenggarakan Penelitian

program kerja Dinas;

penyusunan rencana kebutuhan darr

saran dan atau pertimbangan kepada atasan

tindakkan yang diambil sesuai bidang tugasnya ;

mempun

e.M
barang i Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

inasikan penyusunan Restra-Dinas, Renj a-Dinas,

PPAS-Di dan PPA-Dinas ;

ikan pen5rusunan perencanaan tugas pemban

inasi pen5rusunan bahan Laporan Penyelen

M

M

ob'

h.

i.

j.

Pemerin Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggu gjawa

(LKPJ) pati, Laporan Kineda Intasi Pemerintah Daerah ( , inde

ke masyarakat (IKM) ;

Me petunjuk pelksanaan dan petunjuk teknis ;

k.

Memberi

langkah

Kepala

M an tugas lain yang diberikan oleh atasan

tugasnya

M dan menJrusun laporan pelaksanaan tugas.

Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Bagian Umum dan KePegawaian

segala urusan administrasi umum si

t

(1)

kepega

dan



(2\

(1)

(2\

b.

C.

d.

Dalam mel akan tugas sebagaimana dimaksud pada reyat (1

sub bagian dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Memb .t rencana kerja dan urusan rumah tangga serta

kepega , melalui tata kerja organisasi, agar di perolehny

dan kebutuhan ;

tugas personil, berdasark:rn tugas dan

peroieh a pemeraatan pekerjaan ;

Menga r dan member petunjuk tentang kepegawaian,

ketent )'ang acla, agar terciptanya disiplin kerja ;

Men pul dan mengolah data kepcgawaian melalui

agar di data yang akurat ;

uasi hasil kerja urusan kepegawaian, berdasar

dan i, sehingga diperolehnya daftar prestasi kerja ;

Meiapo.

adanya

kan hasil kegiatan, berdasarkan rencana kerja,

dokumen peniiaian ;

tugas kedinasan lain vang diberikan atasan,

tulisan.

Bidang Penyiapan Kawasan dan

n Permukiman Transmigrasi

Pasal 11

Kepala g Penyiapan Kawasan d:rn Pembangunan Per

Transmi i mempunyai tugas melzrksanakan penyiapan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bi

teknis

potensi

pe

supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang

wasan transmigrasi, penyediaan tanah dan

transmigrasi, perencanaan pembangunan

pembangu

penduduk

Dalam me

permukiman transmigrasi, penataan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (

bidang nyiapan Kawasan dan Pembangunan Pe

Transmi i rnenyelenggarakan fungsi :

a. Pe aan dan Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi

b. Peren Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;

c. Penyed Tanah dan Pelayanan Tanah 'I'ransmigrasi ;

d. Pem gunan Sarana dan Prasarana PermukimanTransmi

e. Pena dan Persebaran Penduduk ;

f. Penem tan Transmigrasi ;

g. Me tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Ke

kepala

urusan

daftar

g/uni

ukim

bah

binga

binaa

awasan

ba

)ke
uki



(1)

pem

(2) Dalam mel

b.

C.

d.

e.

f.

C
b'

h.

(1)

(21

penyediaan tanah dan PelaYanan Pertanahan,

dan Identi{ikasi dan Informasi Potensi Kawa

Pengem an Kawasan Tansmigrasi ;

tugas sebagaimantr dimaksud pada ayat (1

Kawasan Transmigrasi menyelenggarallan fun

dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi bed

potensi ,wasan ;

Kepala Se

penyiapan

Standari

evaluasi

seksi Pere

a. Menyu

Menyu

Menyu

Standa-ri

evaluasi

penyiapan

Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Pasal 12

i Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempu :rya

bahan perumlLsan kebijakan, pelaksanaan ke

, Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta monitori

bidang Perencanaan Potensi kawasan tran

dokumen usulan penetapan Kawasan Transtligras

dokumen Satuan Kawasan Permukiman ;

i, Bimbingan Tcknis dan Supervisi, serta moni

bidang pembangunan sarana dan prasarana per

lahan, evaluasi sarana dun prasarana, evaluasi

Me dokumen Perencanaan Satuan Permukiman Trans

pengukuran dan pembagian LP. LU'I da'n Blok

Menyu dokumen usulan penerbitaan SK' Hak

,

M n dokumen usulan Penerbitaan Sertifikat Hak M

tanah ilik transmigran ;

M tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pasal 13

Kepala i Pembangunan Permukiman Transmigrasi

tugas pen pan bahan perulmusan kcbijakan, pelaksanaan

L

permu ,

Dalam me

kepala

lenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

seksi Pembangunan Permukiman Tra

menye fungsi :

a. Menyia perumahan permukiman transmigrasi ;

b. Menyi kan prasarana jalan dan jembatan dikawasan tran

c. Menyi sarana fasilitas umum dikawasan transmigrasi

d. Menyi kan fasilitas saran a alr bersih di kawasan transmi

lahan permukiman dan lahan usaha transmie.

smigra

Ligras

U.II ;

tugas

ijakan,

g dan

igrasi,

canaan

n, dan

kepala

i:
sarkan

puny

bijakan

ing d
ukiman

layak

ayat (1



1.

f.M

a. Mel

b.

C.

d.

e.

f.

(\
b'

h.

i.

j

pe

2.

(1)

penyiaPan ntransmigrandanpenduduksetempat,penempa
, dan

penataan, a ptasi, serta administrasi BMN ;

dimaksud Pada t (1)

Dalam men nggarakan tugas sebagaimana

i Penempatan Transmigrasi dan Penataan Pe baran

Kepala Se

Penduduk

pelaksanaan

serta moni

Kepala Se

Penduduk

Menyia

Kepala

tugas

Bimbin

Bidang

pengem

tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Seksi Penempatan Transmigrasi dan

Penataan Persebaran Penduduk

Pasal 14

Penempatan Transmigrasi clan Penataan Perse

mpunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebi

kebijakan, Standarisasi' Bimbingan Teknis dan Su

rrins dan evaluasi di bidang pelayanan perpir

nyelenggarakan fungsi :

akan Sosialisasi program transmlgrasl ;

akan pendaftaran calon transmtgran ;

Melak seleksi calon transmigran ;

Menyi peraiatarl perbekalan transmigran ;

sarana angkutan transrnigran ;

baran

akan,

rvisi,

han,

arlsa

luasi

Melak rakan PenemPatan transmigran ;

Me penilaian terhadap kela'yakan lokasi siap terima

penem tan transmigran ;

Mem t Bertita Acara penyerahan rumah dan lahan

transm ,

Memfa itasi kerjasama antar daerah dibidang

transmi

Me tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

Pasal 15

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

penyiaPan bahan Perumusan bij

kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan' sta

Teknis dan Supervisi, scrtat Monitoring dan

ngembangan usaha, penge mbangan sosial ya

sarana d'an prasarana kawasan serta

kelem ekonomi ;

m



(2)

(1)

(2)

Dalam

Kepala

menyelen

a. Men

b. Mengem

c. Me

akan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pengembangan MasYarakatideing

fungsi :

usaha transmigran ;

sosial budaya transmigran ;

sarana dan prasarana permukiman dan

Mengem kelembagaan ekonomi di kawasan tran

M n dan mengembangkan Kawasan Perkotaan

Kawa Kota Terpaclu Madiri (KTM) ;

f. Me n tugas Dinas lainnya yallg diberikan oleh Kepa

Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Transmigrasi

Pasal 16

Kepaia Se i Pembinaan Usaha Ekonomi Transmigrasi me

tugas pan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

S , Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta monito

evaluasi di idang Produksi, pengolahan, kelembagaan ekon

permodal promosi dan pubiikasi dan kerjasama kemitraan ;

Dalam mel tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1

Seksi Pem aan Usaha Ekonomi Transmigrasi menyelgn

fungsi :

a. Pem dibidang usaha pertanian, perkebunan serta

peri dan kelautan di permukiman transmigrasi ;

c.

b.

d.

Mengide tifikan kebutuhan sarana produksi pertanian, P€r

serta ikanan dan kelautan di permukiman transmigrasi ;

Memfasi itasi tersedianya sarana prodi-lksi pertanian, per

serta pe ikanan dan kelautan di permukiman transmigrasi ;

Memfasi ;tasi tersedianya sararra pengolahan hasil

perke serta perikanan dan kelautan di

transm

e. Mem k dan membina kelembagaan usaha

perm an transmigrasi ;

Membe k dan membina kelomPok - kelomPok

rnas t di permukiman transmigrasi ;

ob' Menfasi tasi tersedianya modal usaha kelembagaan usaha

ppk usaha kecil di kawasan dan permukiman trandan

konomi

pada

Tran

ekon

usaha

at (1)

igrasi

Dinas.

punyai

ijakan,

g dan

i dan

Kepala

usaha

bunan

bunan

anian,

ukiman

si;
aru di



(1)

(21

h. tasi dan menjalin kerjasama pihak swastaMemfasi.

mengem

permuki

usaha ekonomi masYarakat di

dalam

kawas

akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1

. Sosial Budaya Transmigrasi menyelenggarakan

rangka

n dan

Me akan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Seksi Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi

Pasal 17

Kepala Se Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi mempu tugas

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan ke ,

, Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta moni g darr

evaluasi di Pelayanan Pendidikan, mental spiritual, seni '4,

catu pan dan kesehata,n, kelembagaan pemerintah dan ma t;

a. Menyia sarana pendidikan setingkat Sekolah D

perm transmigrasi ;

sarana kesehatan bcrupa Puskesmas Pem

transmigrasi ;

b. Menyia

permuk

c. Menyi sarana peribadatan scrta sarana pembinaan mental

spiri di permukiman transmigrasi ;

d. Membi dan mengcmbangkan kclestarian seni

permu man transmigrasi ;

e. Membin dan mengembangkan kirrarng taruna di pe ukiman

trans

tersedianya catu pangan bagi warga transmi pada

sejak penempatan ;

ob' Membe dan membina keiembagaan masyarakat

transmigrasi ;

Dalam

seksi Pem

Memfa

tahun

perlnu

Memfa

keseha

i kebutuhan

rumah ibadah

;

kepala

ungsl:

pe idikan

p3 ukimar:

di

f.

h.

.tuk

man

perlengkapan sarana

dan perangkat desa di

tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2\

(1)

(2\

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Kawasan Transmigraei

Pasal 18

Kepala Se Pengembangarl Sarana dan Prasarana wasan

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan ke ijakan,

kebijakan, Stanclarisasi, Bimbingan Teknis dan S pervisi,

serta moni

prasarana

lingkungan

ins dan evaluasi dibidang pengembangan dan

permukiman dan kawasan transmrgrasr, pen rasian

evaluasi perkembangan permukiman dan kawa ,

Dalam mel

Seksi Penr

permu

c.M
di

Kepala Bi

Teknis

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1

bangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tran

Kepala

migrasi

kiman

pra rana di

, DED,

bin

menye fungsi :

a. Mengin :ntarisir kebutuhan sarana dan prasarana <li pe

dan transmigrasi ;

dokumen usulan kebutuhan sarana dan

dan kawasan transmigrasi berupa Peta
b. Menyia

RAB, R dan data dukung lainnYa ;

pembahasan usulan kebutuhan sarana dan

dan kawasan transmigrasi di tingkat- pro

pusat;

d.M akan koordinasi dengan instansi terkait dalam

pem nan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru di

KTM.

rgas Dinas lainnya yang diberikan oleh

Bidang KetenagakerJaan

Pasal 19

Ketenagakerjaan mempunyai tugas penyia

perarm kebijakan pelaksanaan kebijakan, standarisasi,

Supervisi, Pelatihan Keten:igakerjaan, Penyiapan

Kerja dan Penyaluran Tenaga kerja scrta Hubungan Indu

'at Kerja ;Syarat-Sy

Dalam tugas sebagaimaner dimaksud pada ayat (

Bidang Ke nagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

a. Kclordi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (

b. Veri i informasi regulasi bidang pelatihan kerja ya

kepada lembaga pelatihan kerja swasta ;

peningkatan kompetensi sumber daya manusiac.

dise

r kerja swasta ;

lem



(2)

Penye uasan informasi produktifi tas kepada perusahaan

Koordi pemberian konsultasi produktifitas kepada pe

kecil ;

si pemberian dan penyebarluasan informasi

dalam nan antar kerja kepada pencari kerja dan

serta uasan kesempatan kerja kepada masyarakat ;

penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pe

antar ke serta perluasan kesempatan kerja kepada mas

h. Koordin i perantaraan kerja dalam pelayanan antar ke

perlu kesmpatan kerja kepada masyarakat ;

penyebarluasan informasi syarat-syarat dan

luar negeri kePada masYarakat ;

si pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI ;

i pelayanan dan verifikasi perlengkapan dokumen

kerjaan alon TKI keluar negeri ;

1. i pelayanan penandatanganan perjanjian kerja ;

m.M akan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh

Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

Pasal 2O

(1) Kepala Se i Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas penyia

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standaris;asi, Bi

Teknis da Supervisi, Pelatihan Ketenagakerjaan serta Moni

Evaluasi Pelatihan Ketenagakerj aan ;

tugas sebagaimana climaksud pada ayat (

Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. Mengu pulkan bahan informasi bidang pelatihan kerja

t

b.M pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang

kerja lembaga pelatihan kerja swasta;

C. kesiapan materi Pelatihan kerja;

d.M kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga

kerja s ,

M kan bahan verifikasi informasi

akan disebarluaskan kePada

regulasi bidang

kerja lembaga pe

swasta;

f. Menyi pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;

prograrl pelatihan;

sarana dan prasarana;

d.

e.

Promosi

bekerja

Dalam me

Seksi Pela

Menyia

Menyia

par

Pem

kerja

ri kerja

ayanan

t;
serta

isme

Dinas.

ngd

tih
kerj



(1)

(2\

Menyia

struktur dan tenaga Pelatihan;

calon peserta Pelatihan kerja;

Mem l<onsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kerja.

M tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Kepala Seksi Penyiapan Lapangan Kerja & Penyaluran Tenaga

Pasal 21

Kepala Se Penyiapan Lapangan Kerja & Penyaluran Te

mempuny tugas penyiapan bahan perLlmusan kebijakan,

kebijakan,

lapangan

standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi,

rja dan Penyaluran Tenaga Kerja serta Moni

Evaluasi nyiapan dan penyaluran tenaga kerja ;

sanakan tugas sebagaimanir dimaksud pada

apan Lapangan Kerja i& PenYaluran

1.

Dalam

seksi

menyelen

a.M

T

pengan kerja dan petugas antar kerja ;

b. Meren penyediaan sarana dan Prasarana

pasar kerja penyuluhan dan bimbingan jaba

peran kerja ;

C.

d.

Mem t rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam

kerja ;

Meren sumber daya manusia Pemberian

penem tan tenaga kerja swasta ;

rencana pemantauan dan evaluast lembaga

a swasta ;

fungsi :

penyediaan sumber daya manusia untuk

u dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan if.

tenaga

Meman

syarat mekanisnte bekerja keluar negeri kepada masya

ob'

h.

Mere penyiapan sumber daya manusia terl:ait

ke pan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI keluar ne

Menyi sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan

keten rjaan Calon TKI keluar negeri ;

j.

i. Meren akan penyiapan sumber daya manusia terkait

penand tanganan perjanjian kerja ;

Mere akan penyediaan sumber daYa manusia untr-rk ja

manan i tugas pengembangan dan

ke masyarakat ;

perluasan kesemPa kerj

ng da

ayat ( )ke
Kerj

jabata

mberi

n

layan

forma

t;

t

okum

tan yan

'1.



(1)

(2\

k. Mere penyediaan sarana dan Prasarana

perlua kerja kepada masYarakat ;

Kepala Hubungan Industrial & Syarat-syarat Kerja

Pasal22

Kepala Sek Hubungan Industrial & Syarat-syarat Ker.;a me

tugas pen bahan perLlmusan kebijakan, pelaksanaan ke

Bimbingan Teknis dan Supervisi, Hubungarl Ind

Syarat- t Kerja serta Monitoring dan Evaluasi Hubungan I

dan Syarat arat kerja ;

DaLam me nakan tugas sebagaimana dimaksud

gan Industrial & Syarat-Syarat Kerja

1. Mem

m. Me

seksi Hu

fungsi :

a. Verifi

Be

rencana kerja tentang pengembangan dan perlua

akan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Dokumen Peraturan Perusahaan dan

dengan ruang lingkup operasi Daerah ;

b. Pemberi pelayanan pendaftaran perjanjian kerja

I kota;
c.

d.

Koordi proses pengesahan dokurnen Peraturan

dengan lingkup operasi daerah Kab/ Kota ;

deteksi dini terhadaP PotensiPe

peru

Pe fasilitasi pembentukarr dan pemberdayaan

ke{ Bipartit diperusahaan ;

f.

ob'

h.

Koordi si pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan

perseli n diperusahaan mogok kerja dan penutupan

Menga i keikutsertaan Karyawan/ Tenaga Kerja pada

BPJS tenagakerjaan.

M tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB TV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 23

UPTD adalah pelaksana operasional dilapangan untuk me

sebagian kegia teknis operasional danlatau kegiatan teknis

e.

yang wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan'

unjan

pengem

pada ayat (

. menyelenl

perselisi

kerja ;

punyai

ijakan,

ia-l dan

ustriai

ke

media S

,



(1)

(21

Da1am

petugas

Pasal24

UPTD dipimPin oleh seorang kePala UmD

bertanggung ja kepada KePala Dinas serta

oleh Bupati atas Kepala Dinas.

yang berada

diangkat dan

Pasal 25

tugas sebagai pelaksana teknis operasion

sesuai de bidangnya ditingkat kecamatan ;

Dalam akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1

UPTD me ggarakan fungsi :

a. Me kebijakan dan petunjuk teknis yang

KepaJa

tugas-tugas yarlg telah diatur oleh instansi

yang

c. Me koordinasi, intepPasi dan singkronisasi

UPTD

.aan tugas, baik dalam lingkLlngan

organisasi dan/atau dengan instansi

masing-masi

terkait dalam

yang melak

petugas a

penyajian

dan pelaporan.

Petugas Adm

diberhentikan

Pasal2T

dan Petugas OPerasional Program

Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Pasal 28

Atas kuasa Pe turan perundang-undangan yang lebih tinggi,

mengenal pem tukan dan nomenklatur serta wilayah kerja U

Pasal 26

tugasnya, KePala UPTD dibantu oleh

tugas pengarsiPan ,Penyediaan dan

program yang melaksanakan tugas perencanaan

tersendiri Peraturan BuPati.

diba

di

ditetap

ta se

ten

D,diatu



(1)

(2)

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

fungsi masing ;

Pada

berdasar

prosedur

Kelompok

a.M
Kepala

b.M
lebih tin

c. Me

Kelompok

yang dia

undangan;

Kelompok

fungsional

BAB V

KELOMPOK JABATAT{ FUNGSIONAL

Pasal 29

dapat ditetapkan kelompok Jabatan

keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai

tentuan yang berlaku ;

tan Fungsional memPunYai tugas :

teknis yang diteta

nal

dengan

oleh

tugas, baik dalam lingkungan masing-mas g,an

satuan latau dengan instansi terkait dalam wiiayah kerj

Pasal 30

abatan Fungsional terdiri dari sejumtah tenaga fu

kebijakan dan Petunjuk

tugas-tugas yang telah diatur instansi tekni yang

koordinasi,integrasi dan singkronisasi dalam

dan ditetapkan berdasarl<an Peraturan ndang

Jabatan Fungsional diPimPin oleh

senior yang ditunjuk dan berada

seorang

diba

gjawab kepada KePala Dinas;

Jumlah fungsional ditentukan berdasarkan kebu

beban

terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai

ketentuan raturan Perundang-undan gan.

BAB VI

TATA KEzuA

Pasal 31

Dalarn tugasnya, setiap PimPinan unit

kelompok

integlasi

fungsional wajib menerapkan prinsip

sinkronisasi, baik dalam lingkungan

maupun a satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Dae

dengg.n in si lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan



(21

masing-

langkah

(4)

(3) Setiap

men

serta

laporan

Dalam

dibantu

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

Setiap pim satuan organisasi wajib mengawasi ba

dan bila terjadi penyimpangarr agar mengambil

diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-und

satuan organisasi bertanggungjawab rnemi

bawahan masing-masing dan memberik'an

k-pentunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;

Setiap lapo yang diterima oleh pimpinan satuan organi

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pen

lanjut dan untuk memberikan petunjuk

bawahannya

tugas, setiap PimPinan satuan

pemberian

mengadakan

. satuan organisasi dibawaharlnya dan dalam

bimbingan kepada bawahan masing-masing,

rapat berkala.

BAB VII

JABATAI{ PERAI'IGI{AT DAERATI

Kepala Dinas

pratama ;

Pasal 32

merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan

Sekretaris

administra

Kepala Bi merupakan jabatan sruktural eselon IIIb

administra
Seksi pada dinas

pengawas.

inas merupakan jabatan eselon IIIa

Kepala Sub dan Kepala

sruktural IVa atau jabatan

merupakan

pimpin

atau

dari

an

kepada

lSAS1

rangka

wajib

jaba

jaba



BAB VIII
KETENTUAN PET{UTUP

Pasal 33

Peraturan Bupa i ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap

Bupati ini d

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Tilamuta

,TI BOALEMO,

Tilamuta
eswngeR 2016

I{ABUPATEII BOALEMO

( BERITA DAE KABUPATEN BOALEMO TAHUN

I epnren LATTAY
t-

2016

2016 NOMOR . t
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